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ABSTRAK

Melihat pelayanan publik yang kurang baik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat sebuah konsep Nawacita yang
salah satunya adalah reformasi hukum yang difokuskan pada 5 (lima) pogram prioritas yang salah satunya
pemberntasan pungutan liar. Untuk meningkatkan efektifitas pemberantasan pungli secara massif, presiden telah
mengeluarkan Peraturan presiden Nomor 87 tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Satgas Saber Pungli dan
Menteri Koordinator Politik, Hukum Dan Keamanan menerbitkan Keputusan Menteri Koodinator Politik, Hukum Dan
Keamanan Nomor 78 tahun 2016 tentang Kelompok Kerja Dan Sekertariat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
Berkenaan dengan permasalahan tersebut maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui implementasi kebijakan
pemberantasan pungutan liar dan mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemberantasan
pungutan liar oleh satgas saber pungli polda Sulawesi selatan. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif dengan analisis kualitatif dari model implementasi kebijakan George C Edward IIl. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pelaksanaan Implementasi Kebijakan pemberantsan pungutan liar telah berjalan sesuai dengan
standar operational prosedur (SOP) yang ada, namun masih ditemukan factor penghambat seperti kurangnya sarana dan
prasarana. Diharapkan pemerintah melalui pemerintah provinsi menyiapkan sarana dan prasrana yang lebih memadai.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Pemberantasan, Pungutan Liar.

ABSTRACT

Seeing unfavorable public services, President Joko Widodo (Jokowi) made a concept of Nawacita, one of which was
legal reform focused on 5 (five) priority programs, one of which was the elimination of illegal levies. To increase the
effectiveness of massive extortion eradication, the president issued Presidential Regulation No. 87 of 2016 dated
October 20, 2016 concerning the Sater Pungli Task Force and the Coordinating Minister for Politics, Law and Security
issued Decree of the Coordinating Minister for Politics, Law and Security No. 78 of 2016 concerning the Working
Group Secretariat of the Clean Sweep Task Force for Illegal Levies. With regard to these problems, this research is
aimed at finding out the implementation of the policy of eradicating illegal levies and knowing the factors that influence
the implementation of the policy of eradicating illegal levies by the South Sulawesi regional police's illegal extortion
task force. The method used in this study is descriptive with qualitative analysis of the policy implementation model of
George C Edward I11. The results of the study show that the implementation of the implementation of the illegal levies
policy has been in accordance with the existing standard operational procedures (SOP), but still found inhibiting
factors such as the lack of facilities and infrastructure. It is expected that the government through the provincial
government will provide more adequate facilities and infrastructure.

Keywords: Implementation, Policy, Eradication, lllegal Levies.

1. PENDAHULUAN arogan, lambat, kurangnya fasilitas pelayanan dan adanya
. . pungutan liar (pungli).
Seringnya muncul berbagai masalah dalam pela- Maraknya pungli yang terjadi dalam proses

yanan publik terhadap masyarakat yang mencer-minkan  pejaksanaan pelayaan publik membuat masyarakat
ketidakpuasan ~~ masyarakat ~ terhadap  pelayanan  enggan untuk mengurusnya. Praktik pungli sebenar-nya

pemerintah yang ada, antara lain pelayanan yang ma-hal,  merupakan bagian dari tindakan korupsi, yang merupakan
kaku dan berbelit-belit, S|kap_ dan tindakan aparat,  gyaty gejala sosial yang telah ada di Indonesia, sejak
pelayanan yang suka menuntut imbalan, kurang ra-mah,  |ndonesia masih dalam masa penja-jahan dan bahkan jauh

sebelum itu. Sudah bukan rahasia lagi bahwa saat ini
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pelayanan publik di Indonesia secara umum masih sangat
buruk. Berbagai peraturan yang dibuat dalam rangka
meningkatkan kualitas pelayanan publik seolah tidak
memberi dampak apapun kepada masyarakat. Berbagai
tinda-kan menyimpang dari aparat pelayan publik
(public-servant) tidak juga berkurang, bahkan cenderung
menjadi-jadi.

Memerangi korupsi dengan cara yang benar dapat
menjadi alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih
luas, tidak hanya mewujudkan tata keuangan yang sehat
tetapi juga menjalin hubungan antara warga masyarakat
dan pemerintah daerah. Mencegah korupsi dengan cara
yang benar dapat membantu mening-katkan pendapatan
pemerintah  daerah, memperbaiki layanan bagi
warga/masyarakat, membangkitkan rasa percaya (trust)
warga masyarakat kepada, pemerintah  daerah,
mendorong partisipasi warga masyarakat dalam proses
pembangunan. (Robert Klitgaard, Dkk. 1999). Sehingga,
pada tanggal 20 Oktober 2016 disahkan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016
Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Berdasarkan regulasi tersebut maka satgas ini
kemudian dibentuk di tiap Kemeterian/Lembaga dan
Pemerintah Kabupaten/Kota serta Provinsi di seluruh
Indonesia. Satgas sapu bersih pungutan liar dianggap
penting mengingat hingga kini masih banyak terajadi
pungutan liar di setiap Kementerian/Lembaga peme-
rintahan. Disatu sisi masyarakat mendukung peme-rintah
untuk menjalankan program ini. Masyarakat berharap
satgas saber pungli sesuai dengan tujuannya, yakni untuk
memberantas pungli.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Desain Penelitian

Dalam  penelitian ini  penulis  menggunakan
pendekatan kualitatif deskriptif pada usaha meng-
ungkapkan suatu masalah atau keadaan maupun peristiwa
sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan
fakta dan memberikan gambaran secara objektif tentang
keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti, Hadari
Nawawi (2007:33). Sugiyono (2013) mengemukakan
bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode
penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi
objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai
instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilkukan
secara triagulasi (gabungan), analisis data bersifat
induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna
daripada generalisasi.

Objek alamiah yang dimaksud oleh sugiyono (2013)
adalah objek yang apa adanya, tidak dima-nipulasi oleh
peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki
objek, setelah berada di objek dan setelah keluar dari
objek relatif tidak berubah.

Berdasarkan pendapat di atas, penggunaan metode
kualitatif dalam penelitian ini sangat tepat karena
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui imple-mentasi
kebijakan Pemberantasan korupsi serta faktor apa saja
yang mempengaruhi kebijakan pemberan-tasan pungutan
liar di Polda Sulawesi Selatan.-

2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kepolisian
POLDA Sulawesi Selatan yang merupakan lembaga yang
berwenang dalam melaksanakan implementasi kebijakan
pemerintah tentang Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016
dan hal ini merupakan objek dalam pelaksanaan
penelitian. Waktu penelitian ini dimulai sejak awal bulan
Februari 2018 sampai dengan Juli 2018, disesuaikan
dengan jadwal dan batas waktu tertentu.

2.3 Fokus dan Deskripsi Fokus

Pada penelitian ini peneliti melakukan analisis dengan
menggunakan model implementasi George C Edward I11
dan faktor penghambat menurut Darwin, karena keempat
variabelnya beroperasi secara simul-tan dan berinteraksi
satu sama lain untuk mem-bantu atau bersifat merintangi
implementasi kebi-jakan. Dalam hal ini,peneliti ingin
melihat peran model implementasi George C Edward 111
mem-fokuskan pada komunikasi dan sumber daya serta
faktor penghambat menurut Darwindalam imple-mentasi
kebijakan peraturan presiden NO 87 Tahun 2016 tentang
sapu bersih (saber) pungutan liar (pungli) sebagai berikut:
a. Komunikasi

Komunikasi antara organisasi terkait dengan

kegiatan-kegiatan pelaksanaan, dengan indikator

sebagai berikut:

i. Penyampaian program dan informasi standar dan
tujuan kebijakan kepada para pelaksana dan
pengguna kebijakan.

ii. Kejelasan penyampaian program dan informasi
tentang pelaksanaan implementasi kebijakan
Pepres No 87 tahun 2016 tentang saber pungli di
Polda sulawesi Selatan.

b. Sumber Daya

i. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah im-
plementor kebijakan seperti staf/personil.

ii. Sumber daya non manusia adalah fasilitas yang
disediakan seperti anggaran, sarana dan prasarana
untuk implementasi kebijakan.

c. Disposisi (kecenderungan) pelaksana, meliputi:

i. Pengetahuan dan pemahaman pelaksana ter-hadap
implementasi kebijakan Pepres No 87 tahun 2016
tentang saber pungli di Polda sulawesi Selatan.

ii. Sikap pelaksana terhadap implementasi kebi-jakan
Pepres No 87 tahun 2016 tentang Saber Pungli di
Polda Sulawesi Selatan.

d. Struktur Birokrasi Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar

di Polda Sulawesi Selatan.

2.4 Informan Penelitian
Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Satuan tugas sapu bersih pungutan liar (satgas saber
pungli) di Polda Sulawesi Selatan yaitu sebagai
berikut;

i. Ketua pelaksana yaitu Irwasda polda sulsel
ii. Kepala bidang operasi yaitu Irbid Ops itwasda
polda sulsel atau anggota
iii. Kelopok kerja unit intelijen, Ketua yaitu Dir
Intelkam Polda Sulsel atau anggota
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iv. Kelopok kerja unit pencegahan Ketua yaitu Dir
Binmas Polda Sulsel atau anggota

v. Kelopok kerja unit penindakan |,
Direskrimum polda sulsel atau anggota

vi. Kelopok Kkerja unit yustisi, Ketua Dir Res-krimsus
Polda Sulsel atau anggota

b. Masyarakat yang telah dan sedang melakukan
kegiatan pelayanan administrasi pada wilayah Polda
Sulawesi Selatan.

Ketua

2.5 Teknik Pengumpulan Data
Untuk menghasilkan data yang dibutuhkan dalam

penelitian ini diperlukan suatu teknik yang sesuai, dan

dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik-teknik

pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Kegiatan observasi meliputi melakukan penga-

matan, pencatatan secara sistematik kejadian-
kejadian, prilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal
lain yang diperlukan terhadap objek pene-litian ini.
Tujuan observasi ini adalah untuk memperoleh
keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal
yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara
jawaban responden dengan kenyataan yang terjadi di
lapangan. Data yang diperlukan seperti data kegiatan
persiapan, kegiatan intelijen, kegiatan pencegahan,
penin-dakan, kegitan yustisi, data sumber daya serta
struktur organisasi.

b. Wawancara

Wawancara vyang peneliti lakukan dengan

mewawancarai personil yang tergabung dalam Satuan
Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Polda Sulawesi
Selatan serta masyarakat. Wawancara ini berkaitan
dengan implementasi kebijakan Pepres No 87 tahun
2016 tentang saber pungli di Polda Sulawesi Selatan
serta faktor yang mempengaruhi implementasi
kebijakan Pepres No 87 tahun 2016 tentang saber
pungli di Polda Sulawesi Selatan.

c. Dokumentasi

Kesimpulan
Verifikasi

Display Data
(penyajian data)

Dokumentasi yang peneliti lakukan adalah berupa
dokumen, peraturan atau laporan yang dapat
mendukung penelitian, mencatat hasil wa-wancara,
dan pengambilan foto saat wawancara dan yang
berkaitan dengan penelitian.

3 Jenis dan Sumber Data

a. Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti melalui
wawancara langsung kepad informan

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak secara
langsung tetapi ada penelitian sebelumnya, seperti
dokumen, buku-buku, laporan, peraturan-peraturan
dan data yang bersifat informasi tertulis yang
digunakan dalam penelitian.

2.6 Teknik Analisis Data

Adapun langkah-langkah menganalisis data secara
umum, yaitu sebagai berikut :

a. Pengumpulan data, pengumpulan infromasi me-lalui
wawancara, obeservasi langsung dan do-kumentasi.

b. Reduksi Data yang meliputi proses merangkum dan
memilah data yang berkaitan dengan hal-hal pokok
serta memfokuskan pada hal-hal penting.

c. Penyajian data yang dapat diartikan sebagai peng-
organisasian data yang telah direduksi. Dalam
penyajian data ini peneliti melakukan upaya untuk
menyusun pola hubungan dari seluruh data yang ada
sehingga data lebih mudah dipahami.

d. Penyimpulan data, Dari hasil koleksi data yang telah
diperoleh peneliti  menemukan berbagai hal-hal
penting yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.
Selanjutnya penulis melakukan proses pemilihan,
pemusatan  perhatian pada  penye-derhanaan,
pengabstrakan, dan transformasi data ’kasar’ yang
muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

Agar uraian proses penyimpulan data lebih jelas,
dapat dilihat gambar alur analisis data seba-gai
berikut :

Koleksi
Data

r

Reduksi

Sumber : Sugiyono 2015

Data

Bagan 1. Analisis Data Kualitatif Menurut Miles dan Huberman

2.7 Uji Keabsahan Data
Uji keabsahan data yang akan dilakukan dalam penelitian

kualitatif ~ meliputi  beberapa pengujian.  Peneliti
menggunakan uji credibility atau uji keper-cayaan
terhadap hasil penelitian. Uji keabsahan data ini

diperlukan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu

temuan atau data yang dilaporkan peneliti dengan apa
yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Uji keabsahan
data yang dipakai penulis adalah teknik triangulasi.
Triangulasi, diartikan sebagai pengecekan data dari
berbagai sumber dengan berba-gai cara dan berbagai
waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara
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mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa
sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara
mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik
berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu
dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner.
Triangulasi  waktu yang dilakukan dengan cara
melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi,
atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.
(Sugiyono, 2005:270-274). Pada penelitian ini triangulasi
data dilakukan dengan cara memban-dingkan jawaban
yang disampaikan oleh informan utama dengan informan
pendukung untuk menda-patkan data yang cocok dan
sesuai.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Satgas Saber Pungli Polda
Sulsel
Menindak lanjuti Peraturan Presiden No 87 Tahun
2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar,
adanya Keputusan Menteri Koordi-nator Bidang Politik,
Hukum, Dan Keamanan Repub-lik Indonesia Nomor 78
tahun 2016 tentang Kelom-pok Kerja dan Sekertariat
Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar berdasarkan
peraturan tersebut diatas maka dipandang perlu untuk
dilakukan pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan
Liar sehingga dikeluar-kannya Keputusan Gubernur
Sulawesi Selatan Nomor 1032/ 1/ Tahun 2017 Tentang
Pembentukan Unit Pemberantasan Pugutan Liar,
sehingga berdasarkan keputusan gubernur terbentuklah
Unit Pemberantasan Pungutan Liar atau Tim Satuan
Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (satgas saber pungli)
Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Polda Sulsel.
Hasil penelitian sehubungan dengan Implementasi
Kebijakan Peraturan Prsiden Nomor 87 Tahun 2016
tentang satgas saber pungli di Unit Pemberantasan Pungli
Polda Sulawesi Selatan sebagai berikut;
a. Kegiatan Persiapan
Berkaitan dengan kegiatan persiapan langkah awal
melalui kegiatan dengan mengkoordinasikan operasi
pemberantasan pungli, membangun sistem
pencegahan pemberantasan pungli. Sehubungan
dengan mengkoordinasikan operasi pemberan-tasan
pungli  hasil penelitian  menunjukkan  bahwa
pelaksanaan kebijakan tersebut yang dilaksanakan
oleh Polda Sulsel sejak tahun 2016, dan sesuai dengan
hasil laporan kegiatan. Dan selanjutnya dalam hal
membangun sistem pencegahan dan pemberantasan
pungutan liar perlu adanya pem-bentukan tim Unit
Pemberantasan Pungli (UPP) oleh Gubernur
Sulawesi  Selatan selaku pena-nggung jawab
pemberantasan pungli di Sulawesi Selatan yang
ditetapkan dengan melalui Kepu-tusan Gubernur
Sulawesi Selatan Nomor 1032/IVV/ Tahun 2017
tentang pembentukan Unit Pembe-rantasan Pungutan
Liar. Kegiatan persiapan ini telah berjalan dengan
semestinya sesuai dengan panduan satuan tugas sapu
bersih pungutan liar.
b. Kegiatan Intelijen
Tahapan kegiatan selanjutnya adalah kegiatan
intelijen yang mana kegiatan ini dilakukan oleh

kelompok kerja (pokja) intelijen, kegiatan intelijen
berupa penyelidikan, pengamanan, penggalangan
dengan langkah-langkah deteksi, identifikasi dan
penilaian dalam rangka penajaman target kegiatan
pelaku dan anatomi jaringan pelaku pungli dengan
bergerak cepat melaukan Lidik/Sidik, selain itu pokja
intelijen melakukan pemetaan wilayah atau daerah
yang rawan pungli terutama terjadi pada pelayanan
publik. Kegiatan intelijen telah berjalan dengan
semestinya sesuai dengan SOP yang ada pada buku
panduan satuan tugas sapu bersih pungutan liar.

. Kegiatan Pencegahan

Tahapan selanjutnya dalam upaya pembe-rantasan
pungli adalah melakukan pencegahan praktek
pungutan liar yang dilaksanakan oleh pokja
pencegahan pada unit pemberantasn pungli baik yang
ada pada tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota di
Provinsi  Sulsel, penerapannya adalah melalui
kegiatan sosialisasi. Tahapan Sosialisasi
pemberantasan pungutan liar semua terlaksana dengan
baik dan juga dalam sosialiasi terlibat unsur-unsur
SKPD, Pihak-pihak Sekolah yaitu guru dan anak
sekolah, Camat, Kepala Desa dan Lurah dan unsur
lainnya yang turut hadir dalam pelaksanaan sosilisasi.
UPP juga mela-kukan kegiatan pencegahan lewat
memasang banner, video throne dan penyampaian
pesan lewat media elektronik dan media massa seperti
youtube. Sehingga tahapan kegiatan pencegahan
pemberantasan pungli oleh pokja pencegahan pada
unit pemberantasan pungli yang berkedudukan di
Polda telah dilaksanakan berung kali melalui kegiatan
sosialisasi, video throne dan media elektronik serta
dilaksanakan sesuai dengan petunjuk SOP yang
tercamtum pada buku pedo-man panduan satgas saber

pungli.

. Kegiatan Penindakan

Tahapan selanjutnya atau kegiatan berikutnya
dalam upaya pemberantasan pungli adalah dengan
upaya penindakan praktek pungutan liar yang
dilaksanakan oleh pokja penindakan unit pem-
berantasan pungutan liar baik yang ada pada tingkat
provinsi maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Sulsel,
penerapan adalah melalui Kegi-atan Operasi Tangkap
Tangan (OTT). Kegi-atan OTT telah dilaksanakan
berulang kali sejak 14 November 2016 s/d 21 Juni
2018 sebanyak 154 OTT dan jumlah tersangka
sebanyak 316 orang. Sehingga tahapan pelaksanaan
penindakan pem-berantasan pungli oleh pokja
penindakan pada unit pemberantasan pungli yang
berkedudukan di Polda atau Kabupaten/Kota telah
dilaksanakan sesuai dengan tujuan satgas saber pungli
dan sesuai petunjuk SOP yang tercantum pada pan-
duan satgas saber pungli.

. Kegiatan Yustisi

Tahapan selanjutnya atau kegiatan berikutnya
adalah upaya penindakan praktek pungutan liar yang
dilaksanakan oleh kelompok Kkerja unit yustisi
pemberantasan pungutan liar dengan mem-berikan
masukan dan saran kepada ketua pelak-sana berkaitan
dengan pelaku yang sudah dila-kukan penindakan,
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apakah dilakukan penindakan secara administrasi atau
secara pidana sesuai dengan kewenangannya. Sejak
tahun 2016 sampai tahun 2018 UPP telah melakukan
penanganan kasus yaitu lidik sebanyak 30 kasus, P19
11 kasus, P21 5 kasu, siding Pn 4 Kasus, Vonis 4
kasus selain dari itu lebih kurang 100 kasus Kkita
serah-kan kepada instansi yang bersangkutan untuk
penangan lebih lanjut.

Tahapan pelaksanaan kegiatan yustisi pember-
antasan pungli oleh pokja yustisi pada unit pem-
berantasan pungli yang berkedudukan di Polda atau
Kabupaten/Kota telah dilaksanakan sesuai petunjuk
SOP vyang tercantum pada panduan satgas saber

pungli.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebi-jakan
Satgas Saber Pungli Pada Polda Sulawesi Selatan.
Berdasarkan teori George C Edward Il
menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipenga-ruhi
oleh empat variabel yaitu (I) komunikasi, (2) sumberdaya,
(3) disposisi dan (4) struktur organisasi.
a. Komunikasi Satgas Saber Pungli Polda Sulsel

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat
penting dalam proses menjalankan suatu kebi-jakan,
dengan komunikasi yang baik maka suatu kebijakan
juga akan diterima oleh pelaku ke-bijakan secara
benar tanpa adanya simpang siur dalam memaknai
kebijakan tersebut. Komunikasi tidak hanya dilakukan
dengan satu arah saja atau oleh pengambil kebijakan
namun komunikasi yang baik harus dilakukan dengan
dua arah, dalam artian saat pelaksanaan komunikasi
antara pemgambil kebijakan dan pelaksanaan
kebijakan bisa saling berdialog dengan langsung
secara formal maupun tidak formal. Kementerian
Koor-dinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik
Indonesia mengeluarkan buku panduan pelak-sanaan
satgas saber pungli sebagai acuan semua tahap
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh satgas
saber pungli. Buku pedoman ini merupakan bentuk
komunikasi tidak langsung antara pembuat kebijakan
dan implementor kebijakan.

Komunikasi satgas saber pungli pada unit
pemberantasan pungli yang berkedudukan di Polda
Sulsel atau Kabupaten/Kota yang ada di Sulsel telah
dilaksanakan dan sesuai dengan petunjuk SOP yang
tercantum pada buku panduan satgas saber pungli
serta aspek yang berkaitan dengan komunikasi seperti
aspek kejelasan, aspek komitmen dan aspek transmisi
telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi
dasar pelaksanaan satgas saber pungli ini.

b. Sumber Daya Satgas Saber Pungli Polda Sulsel.

Sumber daya merupakan unsur yang terdiri atas
sumber daya manusia dan non SDM, yang secara
nyata dan potensial dapat digunakan untuk
meningkatkan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh
pengambil kebijakan itu sendiri, secara khusus
sumber daya manusia merupakan aspek yang sangat
penting karena manusia sendiri sangat mudah
dipengaruhi oleh faktor luar maupun dalam sehingga
dalam menjalankan suatu kebijakan sangat perlu

adanya pengalaman baik dari dalam maupun dari luar,
ditambah lagi sifat-sifat ma-nusia yang terkadang bisa
berubah saat dipenga-ruhi oleh kondisi sosial, politik
dan ekonomi. Dalam suatu implementasi kebijakan
menurut Teori george C Edward 11l Sumber Daya
terdiri dari Staf, Keuangan, Perlengkapan, Informasi
dan wewenang.

Sumber daya satgas saber pungli pada unit
pemberantasan pungli yang berkedudukan di Polda
Sulsel atau Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi
Selatan memiliki kekurangan dan kele-bihan,
misalnya saja pada penggunaan stafpersonil yang
digunakan adalah tenaga siap pakai yang memiliki
kecakapan dan keahlian dibidangnya masing-masing,
lain halnya dengan anggaran, masih ada daerah yang
belum kebagian anggaran artinya apa proses
pelaksanaan saber pungli mengalami kendala, selain
dari kedua hal sebe-lumnya persoalan sarana dan
prasarana juga masih meiliki banyak kekurangan
artinya satgas saber pungli ini dalam melakukan
kegiatannya bergerak dengan keterbatasan yang
dihadapi.

. Disposisi Satgas Saber Pungli.

Salah satu aspek penting lainnya selain
komunikasi dan sumber daya adalah aspek dari sikap
pelaksana kebijakan itu sendiri atau disposisi karena
berhubungan dengan implementor dalam
melaksanakan Kkebijakan itu sendiri. Pengaruh dari
sikap pelaksana kebijakan atau disposisi terhadap
suatu kebijakan sangat besar sekali karena jika para
pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan
tertentu, dan hal ini berarti adanya yang diinginkan
oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula
dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan
kebijakan sebagaimana sebaliknya, bila tingkah laku-
tingkah laku para pelaksana berbeda dengan pembuat
kebijakan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan
menjadi semakin sulit. Dari pihak institusi Polda
menya-takan sikap bahwa mereka mendukung penuh
terhadap kebijakan pemberantasan praktek pungli.
Sehingga dapat dikatakan bahwa disposisi yang
terjalin ~ pada unit pemberantasan pungli yang
berkedudukan di Polda Sulsel atau Kabupaten/ Kota
yang ada di Sulsel telah mendapat dukungan penuh
baik dari pihak institusi maupun masyarakat pada
umumnya.

. Struktur Organisasi Satgas Saber Pungli

Kekuatan utama organisasi adalah kemam-
puannya menjalankan kegiatan-kegiatan yang telah
ditetapkan secara efektif dan efisien. Struktur
Organisasi merupakan salah satu badan yang paling
sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana
kebijakan. Menurut Edward Ada dua karakteristik
utama struktur  organisasi, yakni prosedur Kkerja
ukuran ukuran dasar atau sering disebut dengan
Standart  Operating  Procedures (SOP) dan
fragmentasi. SOP merupakan aspek yang sangat
penting dalam suatu organisasi, karena organisasi
yang tidak memiliki SOP adalah oragnisasi yang buta
dalam menjalankan tugas pokok, dan fungsinya.
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Sedangkan fragmentasi adalah sifat kedua dari
struktur organisasi yang berpengaruh dalam proses
pelaksanaan  kebijakan  khususnya  kebijakan
pemberantasan korupsi, fragmentasi dalam hal ini
merupakan penyebaran tanggung jawab suatu
kebijakan kepada satgas saber pungli yang berbeda
sehingga memerlukan koordinasi. dapat dikatakan
bahwa struktur orga-nisasi satgas saber pungli pada
unit pemberantasan pungli yang berkedudukan di
Polda Sulsel atau Kabupaten/Kota yang ada di Sulsel
telah sesuai dengan SOP yang ada serta setiap pokja
tidak ada fragmentasi dan saling berkomunikasi agar
tujuan awal organisasi ini berjalan sesuai dengan yang
diharapkan.

4 KESIMPULAN

A. Implementasi/Pelaksanaan Peraturan Presiden No 87
Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih
Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) di Provinsi
Sulsel telah dilaksanakan oleh Unit Pembe-rantasan
Pungli (UPP) yang berkedudukan di Polda Sulsel
dengan melaksanakan seluruh tahapan kegiatan sesuai
dengan pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP)
yang diterbitkan melalui Keputusan Menteri
Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan
Republik Indo-nesia Nomor 78 Tahun 2016 tentang
Kelompok Kerja Dan Sekertariat Satuan Tugas Sapu
Bersih Pungutan Liar. Dan dalam pelaksanaan
tersebut sudah sejalan dengan mekanisme komunikasi
dan dukungan sumber daya dari pemerintah.

B. Beberapa faktor yang mempengaruhi imple-mentasi
kebijakan pemberantasan pungli  seperti pola
komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur
organisasi yang ada pada satgas saber pungli telah
berjalan sesuai dengan SOP yang ada namun, sarana
dan prasarana yang ada pada satgas msih belum
memadai.
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